
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup provinsi 

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah yang penetapannya dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. 

b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di 
tegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas 

pemerintah umum lainnya, Pernerint-h Daerah dapat membentuk 
Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah; 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 63 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa untuk · 
melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana di Daerah Baik 

Provinsi maupun Kabupaten di bentuk Badan Per :--nggulangan 

Bencana Daerah yang selanjutnya disebut t3PBD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

BUPATI BATU BARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR2 TAHUN 2010 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 
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TENT ANG 
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SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATU BARA 
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6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

5. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

4. Undang - Undang Nomor 32 tahun :004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor :::, Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), 

yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Neg .... .a Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bartuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 .fomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi 

dan Pemerintahan Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737j; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 1 ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 7, Tambahan 

lembaran Neggara Republik Indonesia nomor 4(81); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara 

Tahun 2009 Nomor 5). 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Iahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Oaerah 
Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara 

Tahun 2009 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 

Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu 

Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 

Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1 ); 

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan penyebarluasan Pei aturan Perundang 

Undangan; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Peran Serta Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing 

Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Kabupaten Batu Bara oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatran Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara; 

4. Bupati adalah Bupati Batu Bara; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Batu Bara; 

6. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD 

adalah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah K.cibupaten Batu Bara; 

7. Kepala Sadan Penaggulangan Bencana adalah Kepala Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya 

disebut Kepala Pelaksana Harian BPBD yang disingkat Lakhar BPBD; 

8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Te.mis Daerah dalam 

bentuk Sadan/Kantor, Rumah Sakit, Kecamatan dan Kelurahan; 

9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATENBATUBARA 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

dan 

BUPATI BATU BARA 
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10. Tuqas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah 
Oaerah dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupahn serta dari Pemerintah 
Kabupaten untuk melasanakan tertentu yang disertai pembiayaan, 
perlengkapan/sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 
kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkannya 
kepada yang menugaskannya ; 

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelarnatan dan evaluasi 

korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, r-ertindunqan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 
sarana. 

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca 

bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pascabencana. 
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali Sb, nua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban 
dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten E'atu Bara; 

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang 

terdiri dari tenaga - tenaga yang memiliki keahlian dan I atau keterampilan 

tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan 
Peraturan Oaerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan 

yang berlaku. 
Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural. 

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik 

oleh faktor alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis; 
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan 

,, 
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(2) Sadan Penanggulangan Sencana Daerah, menyelenggarakan fungsi : 

(1) Sadan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu dan 
memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Sadan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di bidang Penata Usahaan, 

pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal4 

- ' 

2) Unsur Pengarah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah 
dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten; 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal3 

1) Bad an Penanggulangan Bencana Dae rah adalah merupakan unsur 

pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana; 

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk ; 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ';atu Bara. 

Pasal2 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

atau keterampilan serta bersifat mandiri dan ditetapkan denq-n Peraturan 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
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(4) Unsur Pengarah Organisasi Badan Penanggulangan Daerah adalah 
Lembaga Fungsional/Non struktural, susunan organisasi, uraian tugas 
fungsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. 

(3) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana 
-tercantum dalam Lampimn dan merupakan baqian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan 
masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 

· ,· 

(1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum; 

2) Sub Bagian Keuangan; 
3) Sub Bagian Program. 

c. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan, terdiri dari : 
1) Seksi Pencegahan; 
2) Seksi Kesiapsiagaan. 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 
1) Seksi Kedaruratan; 
2) Seksi Logistik. 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari : 

1) Seksi Rehabilitasi; 

2) Seksi Rekontruksi. 

f. Satuan Tugas 

g·. Kelompok Jabatan Fungsional 

r' 

Pasal5 

Bagian Ketiga 

Organisasi 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif 

dan efesien: dan 

b. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 
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I 

\, 

Diundangkan di Batu Bara 
Pada tanggal i..1 _::iu 'l \ 2010 

'l' 

OK ARYA ZULKARNAIN 

ttd 

BUPATI BATU BARA 

'. 3 j ~\()I 2010 pada tanggal 

Ditetapkan di : Lima Puluh 

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan penqui •\Jangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Batu 

Bara 

\.· 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Pasal8 

Hal - hal yang .belurn diatur a~lc1m Peraturan Daerah ini sepanjanq mengenai 
"· teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati dan/atau Keputusan Bupati .. 

Pasal7 
dengan Peraturan Bupati. 

' Penjabaran Tugas dan F;ungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur 
I 

Pasal6 

_BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

i 
' I 

( 

l, 


